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POKOK PEMBAHASAN SATU :   KARAKTERISTIK KRIMINOLOGI 
A. Definisi Krimonolgi 
Krimonologi  merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari berbagai aspek. Nama krimionologi pertama kali dikemukakan oleh P. 
Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari 
dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai 
berikut : 
1. Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of knowledge regarding 
delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial). 
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
3. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan 
dan penjahat. 
4. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab 
serta akibat-akibatnya. 
 
B. Skop Kriminologi 
Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, 
yakni : 
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
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2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan (breaking of laws), dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum 
berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar 
hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) adalah :  
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
Yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking laws) adalah:  
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan  
c. Berbagai perspektif kriminologi 
Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap 
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking Laws) antara 
lain:  
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa 
tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.  
 
C. Kriminologi Bersifat Interdisipliner 
Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka  
menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan 
berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan 
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disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sultherland menyatakan criminology 
is a body of knowledge  (kriminolog adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai 
disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain  hukum 
pidana, hukum acara pidana, antropologi pisik, antropologi budaya, psikologi, 
biologi, ekonomi,   kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak 
dapat disebutkan dalam tulisan ini. Untuk hal tersebut Thorsten Sellin menyebut 
kriminologi sebagai a king without a country (seorang raja tanpa daerah 
kekuasaan). 
Di dalam Encyclopedia Americana, Vol. 8 (1976:201) ditulis,  
In the  United States criminology is largely thought of as a branch of 
sociology, although the development of new schools of criminal justice at 
some universities indicates a tendency to conceive of this science as an 
interdisciplinary one, involving teams of specialists in psychology, 
sociology, political science,  and public administration. A largely 
misinformed public, on the other hand, tends to think of the criminologist as 
a sort master detective, a specialist in the laboratory techniques of 
criminal investigation. As recognition of this complex branch of social 
science grows, the newly be viewed as necessary for dealing with the 
complex problems of crime. Persons with a variety of academic beckgrounds 
are alredy being called upon to meet the demand for increased knowledge in 
this field. Learned societies and professional journals approach modern 
criminology from a number of scientific standpoints.     
  
D. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :  
1. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis krimonologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang 
pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai 
sebab-sebab kejahatan secara teoritis. 
 
a. Antropologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi 
ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya : menurut Lombroso ciri 
seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, 
tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.  
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b. Sosiologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala 
sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah : 
(1) Etiologi Sosial : 
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu 
kejahatan.  
(2) Geografis: 
Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak 
suatu daerah dengan  kejahatan. 
(3) Klimatologis: 
Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan 
kejahatan. 
 
c. Psikologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. 
Yang termasuk dalam golongan ini adalah: 
(1) Tipologi: 
Yaitu: ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan 
penjahat. 
(2) Psikologi Sosial Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu 
jiwa sosial. 
 
d. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal: 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit 
jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di 
rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar. 
 
e. Penologi 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan 
faedah hukum. 
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Pelaksanaan hukuman  telah banyak membawa kesuksesan berupa 
terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 
10  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam 
hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, 
penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana 
tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta 
pengumuman keputusan hakim. 
Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud untuk 
mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewatan batas atau minimal 
memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan 
yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini belum menemukan 
adanya persesuaian faham di atara para sarjana, ada yang pro dan ada yang 
kontra. 
 
2.   Kriminologi Praktis : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang 
timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis 
adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). 
Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah : 
 
a. Hygiene Kriminal : 
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor 
penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya meningkatkan perekonomian 
rakyat, penyuluhan (guidance and counceling) penyediaan sarana oleh 
raga, dan lainnya. 
 
b. Politik Kriminal :  
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat 
menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan 
lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka 
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diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat 
memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah 
tehnik sipenjahat melakukan kejahatan. 
  
c. Kriminalistik (police scientific) 
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan 
pelaku kejahatan 
 
E. Proses-proses Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi 
1. Proses Kriminalisasi 
Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang 
mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan 
dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, 
maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. 
Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (vagrancy) semula 
dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya perundang-
undangan yang melarang perbuatan tesebut maka bergelandangan kemudian 
dianggap sebagai kejahatan. 
Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, 
pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat 
tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal 
dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan 
tersebut. 
Dengan dibuatnya perundang-undangan baru, antara lain U.U. No. 
23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, U.U No. 
23/2002 tentang Perlindungan Anak, U.U. No. 21/2007 tentang Perdagangan 
Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi 
perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam 
pidana.      
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2. Proses Dekriminalisasi 
Proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan 
yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan 
pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari 
perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi 
kejahatan. Contoh di Inggris, homoseksual merupakan kejahatan tetapi 
dengan adanya laporan Wolfendom Report, suatu lembaga yang meneliti 
nilai-nilai yang masih hidup di masyarakat Inggris yang menyatakan 
homoseksual bukan lagi dianggap sebagai kejahatan sehingga perbuatan 
homoseksual ditarik dari perundang-undangan pidana Inggris. 
Demikian pula halnya dinegara-negara Skandinavia, Abortus 
Provocatus Criminalis yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan 
lagi kejahatan. 
Di Indonesia, proses dekriminalisasi  “terselubung” terjadi, bukan 
karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman 
pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten (tidak diterapkan 
lagi). Yang dimaksudkan  di sini adalah pasal 283 KUHP, dalam kerangka 
program keluarga berencana (saja). 
Pasal 283 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan ………………..memperlihatkan tulisan, gambar atau benda 
…………….., maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan 
………………… 
Dalam kenyataan perbuatan memperlihatkan alat untuk mencegah 
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3. Proses Depenalisasi 
Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana 
dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini hanya 
kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan atau 
melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan 
sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya 
sistem Hukum Perdata, sistem Hukum Administrasi dan seterusnya. 
Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa 
pemidanaan sebenarnya merupakan ultimum remidium. Oleh karena itu 
terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar 
hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif nonpidana yang apabila tidak efektif 
akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan 
darurat. Hal ini berarti bahwa Hukum pidana dan sistemnya merupakan 
suatu hukum darurat (=noodrecht) yang seyogyanya diterapkan pada 
instansi terakhir.    
 
F. Sejarah Perkembangan Kriminologi 
1. Zaman Kuno 
Plato (427-347 S.M.) dalam bukunya Republiek telah mengemukakan 
bahwa emas, dan manusia merupakan sumber kejahatan. Makin tinggi 
kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap 
kesusilaan. Dalam suatu negara yang sebahagian besar rakyatnya berada 
dalam kemiskinan, pasti bersarang secara diam-diam bajingan, tukang copet, 
dan penjahat lainnya. Dalam karya lainnya Plato mengemukakan: jika dalam 
suatu masyarakat tidak terdapat orang miskin dan tidak ada pula orang kaya, 
akan terdapat kesusilaan yang tinggi karena disitu tak akan ada rasa iri hati 
dan kelaliman. 
Sedangkan pengarang Junani lain yaitu Aristoteles (384-322 S.M.) 
mengemukakan bahwa kemiskinan menimbukan kejahatan dan 
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pemberontakan. Kedua pengarang ini berpengaruh dalam hukum pidana. 
Mereka mengemukakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan karena berbuat 
jahat, tetapi agar jangan berbuat jahat.  
 
2. Zaman Abad Pertengahan 
Thomas Van Aquino (1226-1274) mengemukakan pendapat bahwa 
kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan sedangkan orang kaya yang hidup 
bermewah-mewah akan menjadi pencuri bila jatuh miskin. Kemiskinan 
biasanya memberi dorongan mencuri. Yang menarik perhatian dari pengarang 
ini ialah summa theologica di mana membenarkan pencurian bila keadaan 
terpaksa. 
 
3. Permulaan Sejarah Baru (abad ke-16) 
Zaman ini dapat dianggap zaman lahirnya kriminologi dalam arti 
sempit, karena pada zaman ini Thomas More membahas hubungan kejahatan 
dengan masyarakat. Ahli hukum ini mengarang sebuah roman sisialistis yang 
bersifat Utopis (1516). Dia mengeritik pemerintah Inggris yang menghukum 
penjahat terlalu keras mengatakan kejahatan hanya berkurang bila ada 
perbaikan hidup, bukan karena hukuman yang keras. Mengecam susunan 
hukum pidana dimana berlaku hukuman mati untuk pencurian, tetapi setuju 
bahwa penjahat harus menebus dosanya.   
 
4. Abad ke-18 hingga revolusi Perancis 
Pada abad ini mulai ada penentangan terhadap hukum pidana. Hukum 
pidanya sebelumnya ditujukan untuk menakuti dengan penjatuhan hukuman 
penganiayaan. Pribadi penjahat tidak mendapat perhatian sehingga acara 
pidana bersifat inquisitor. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa 
dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mengudang reaksi. Reaksi terhadap 
ancient regime (Resim lama) mempengaruhi hukum dan acara pidana. 
Keadaan ini disokong dengan timbulnya aufklarung(pencerahan). Mulailah 
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hak azasi manusia diperlakukan pula untuk si penjahat, dan rasa keadilan 
semakin diperhatikan. 
Motesquieu (1689 – 1755) dalam bukunya „Esprit delois (1748) 
menentang tindakan sewenang-wenang dan hukuman yang kejam. Kemudian 
Rousseau (1712 – 1778) melawan terhadap perlakuan kejam kepada penjahat. 
Voltaire (1649 – 1778) yang pada tahun 1672 tampil sebagai pembela untuk 
Jean Calas yang tidak berdosa dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap 
peradilan pidana yang sewenang-wenang itu. 
Tokoh lain yang terkenal dalam gerakan ini ialah C. Beccaria (1738 – 
1794) dengan judul karangannya „Crime and Punishment‟ (1764) 
mengutarakan segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-
hukuman yang berlaku pada waktu itu yang bersifat sewenang-wenang. 
J. Bentham (1748 – 1832), ahli hukum dan filsafat yang menciptakan 
aliran ultilitarisme. Karya utamanya ialah Introduction to the principles of 
morals and legislation (1780). Dia pada tahun 1791 menerbitkan suatu 
rencana pembuatan lembaga pemasyarakatan model baru yang dinamai 
panopticon or the inspection house. 
Montesquieu menyatakan bahwa bentuk perundang-undangan yang 
baik harus mengihtiarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman. 
 
5. Dari revolusi perancis hingga tahun 30 abad 19 
Ada tiga hal penting yang terjadi dalam kriminologi 
  
a. Perubahan dalam hukum pidana. 
Perancis (1791) mengakhiri sistem hukum pidana lama. Code 
Penalnya disusun di mana telah dirumuskan dengan tegas kejahatan, dan 
tiap manusia sama di muka udang-undang. Hal ini berpengaruh ke negeri 
Belanda sehingga pada tahun 1809 diadakan “Het criminel wetboek voor 
het Koningkrijk Holland”. Juga Inggris dipengaruhi oleh J. Bentham 
menyusun KUHP Pidana Inggris (1810). Keadaan lembaga 
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pemasyarakatan di Inggris sangat buruk tetapi di Nederland telah ada 
reorientasi. Di Amerika diadakan perubahan yang radikal (1791) dalam 
lembaga pemasyarakatan. Pada tahun 1823 di New York diadakan sistem 
Auburn. Perbaikan ini belum menyeluruh, baru bersifat yuridis, suatu hal 
yang masih utopis ialah mempersamakan semua penjahat. Hal ini masih 
mendapat perlawanan karena penjahat berbuat jahat tidak sama, dan logis 
bila tidak dipersamakan. Iklim baru benar-benar terjadi pada tahun 70 abad 
19. Kriminologi memberi sumbangannya. 
        
b. Sebab-sebab sosial dari kejahatan. 
W. Gowin (1756 – 1836) menerangkan adanya hubungan susunan 
masyarakat dengan kejahatan. Ch. Hall (1739 – 1819) mengkritik keadaan 
sosial yang pincang dari kaum buruh sebagai akibat industrialisasi. Th. 
Hodsgskin (1787 – 1869), dan R. Owen (1771 – 1858) memberi pandangan 
baru. R. Owen mengemukakan dalam bukunya “The book of the new moral 
world (1844) mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat 
kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. 
Timbullah somboyan: ubahlah keadaan masyarakat dan anggota-
anggotanya akan berubah pula. Jika tiap orang dididik dengan baik serta 
cukup untuk hidup, taraf moral akan naik dan hukuman tidak perlu.  
 
c. Sebab-sebab psikiatri antropologis dari kejahatan 
Pada masa ini orang gila masih diperlakukan seperti penjahat. 
Penjahat yang mempunyai kemauan bebas (free will) sedang orang gila 
sebelumnya tidak memiliki kemauan bebas untuk memilih perbuatan baik 
atau buruk, tetapi berkat lahirnya ilmu psikiatrik mulailah ada perubahan. 
Dokter Perancis Ph. Pinel (1754 – 1826) memperkenalkan ilmu baru ini. 
Hasilnya ditambahkannya dalam satu pasal Code Penal yang berbunyi, 
“tidaklah terdapat suatu kejahatan apabila si terdakwah berada dalam sakit 
jiwa”.  
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F.J Gall (1758-1828) berpendapat bahwa kelainan pada otak 
(antropiologis) menyebabkan orang jadi jahat. P. Broca (1824-1880) juga 
menyatakan bahwa benjolan pada tengkorak (antropologis) menyebabkan 
kejahatan. 
    
6. Abad ke-20 
Ada tiga aliran yang berkembang pada abad ke-20 
a. Aliran positif 
Matza, ciri-ciri aliran positif adalah : 
(1) Mengutamakan pelaku kejahatan dari hukum pidana  
(2) Tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan dan 
fisik (Hagan 1987)   
(3) Pelaku kejahatan sangat berbeda dengan yang bukan pelaku kejahatan 
b. Aliran hukum dan kejahatan. 
Sejak tahun 60-an perhatian terhadap hukum memperoleh peranan 
kembali. Peranan hukum sangat penting dalam menentukan pengertian 
kejahatan. Tokoh-tokonhya adalah : 
(1) Sutherland yang berpendapat bahwa criminal behavior is behavior in 
violetion of a criminal law. 
(2) Nettler (1984) a crime is an intentional violation of criminal law 
(3) Tappen (1960) crime is an intenational act or omission of criminal 
law 
(4) Mannhein (1965) kejahatan adalah konsep yuridis, tingkah laku 
manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.   
c.  Aliran social defence 
Dipelopori Judge Marc Ancel (paris 1954) Penjelasan teori ini adalah 
sebagai berikut : 
(1) Tidak bersifat deterministik  
(2) Tidak menyetujui tipologi kejahatan 
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(3) Memiliki keyakinan akan nilai-nilai kesusilaan  
(4) Menolak dominasi ilmu pengetahuan modern dan menghendaki 
diganti dengan politik kriminal. 
 
G. Kriminologi dan Hukum Pidana 
1. Persamaan : Baik kriminologi maupun hukum pidana mengandung unsur-
unsur persamaan yaitu : 
a. Obyeknya kejahatan  
b. Adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan  
2. Perbedaan :  
a. Kriminologi : ingin mengetahui apa latar belakang seseorang 
melakukan kejahatan. Pertanyaan yang timbul adalah 
mengapa Mr. x melakukan kejahatan (why has Mr. x  
commited Crime ?). 
 Hukum pidana : ingin mengetahui apakah Mr. x telah 
melakukan kejahatan. Pertanyaan yang timbul adalah : Has 
Mr. x commited crime (apakah Mr. x telah melakukan 
kejahatan) 
b. Hukum  pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang 
sebagai penjahat, baru langkah berikutnya giliran 
kriminologi meneliti mengapa seseorang itu melakukan 
kejahatan. 
c.  Kriminologi : member bahan dalam perumusan perundang-
undangan pidana. 
 Hukum pidana : pengertian kejahatan telah dirumuskan 
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H. Manfaat Mempelajari Kriminologi 
Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi 
peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering 
disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (crime is a shadow of 
civilization) kejahatan adalah bayangan peradaban. 
Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencucurkan darah 
dan air mata. Pengedaran gelap narkotika telah menghancurkan harapan masa 
depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan 
alam dan lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan yang 
berkepanjangan, dan akhirnya membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta 
benda dan kerugian yang tak terhitung banyaknya. 
Kriminologi megamberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-
undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya 
kejahatan (etiologi criminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention). 
Tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa manfaat yang tak 
terhingga dalam mengurangi penderitaan ummat manusia, dan inilah yang 
















RUANG LINGKUP KEJAHATAN 
POKOK BAHASAN DUA : KONSEP   KEJAHATAN (CONCEPT OF CRIME) 
 
A. Definisi Kejahatan.  
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). 
Batasan kejahatan dari sudut padang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar 
hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu 
tidak dilarang di dalam perudang-udangan pidana perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan.  
Sutherland berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in violation of 
the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or 
indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law. 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan 
diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena 
perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perudang-undangan pidana 
Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut 
pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu 
tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut padang ini adalah : setiap perbuatan yang 
melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat: Contoh di dalam 
hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, 
perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut padang masyarakat Islam, 
dan namun dari sudut padangan hukum bukan kejahatan.  
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B. Perbedaan  Antara  Norma Hukum  Pidana  dengan  Norma-norma  Sosial  
Lainnya 
 
Di dalam setiap masyarakat terdapat sejumlah norma yang bertujuan untuk 
mengatur tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Dikenal adanya norma 
agama, adat istiadat, dan norma hukum. Untuk membedakan norma agama, adat 
dan lain-lainnya dengan norma hukum, maka diberi batasan mengenai norma 
hukum, khususnya norma hukum pidana sebagai berikut : norma hukum adalah 
sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang telah 
dikeluarkan oleh pejabat politik, yang berlaku secara sama untuk semua kelas dan 
golongan dan disertai sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh 
negara. 
Dengan memperhatikan definisi di atas, maka terlihat ada 4 unsur esensial 
(pokok) yang merupakan ciri khas hukum pidana, yakni: 
1. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang ada dikeluarkan oleh 
pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, 
gereja, sindikat dan lain-lainnya tidak dapat disebut sebagai hukum pidana 
meskipun peraturan tersebut sangat mengikat anggotanya dan mempunyai 
sanksi yang tegas. 
2. Sifat spesifiknya, yakni karena hukum pidana memberikan batasan tertentu 
untuk setiap perbuatan. Misalnya, dibedakan antara pencurian biasa dengan 
pencurian kekerasan. 
3. Sifat uniform atau tanpa pilih bulu yakni berusaha memberi keadilan kepada 
setiap orang tanpa membedakan status sosial seseorang. 
4. Sifat adanya sanksi pidana, yakni adanya ancaman pidana oleh negara. 
 
C. Unsur-unsur  Pokok  untuk  Menyebut  sesuatu Perbuatan  sebagai  
Kejahatan 
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok 
yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah: 
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1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).  
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana 
larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 
KUHP (asas legalitas). 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan 
perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut: 
 
Mengenai unsur-unsur yang disebutkan di atas, Sutherland menulis sebagai 
berikut. 
First, before behavior can be called a crime there must be certain external 
consequenses or “harm”.  
Second, the harm must be legally forbidden. 
Third, there must be “conduct”. 
Fourth, “criminal intent” or mens rea, must  be present.  
Fifth, there must be a fusion or concurrence of mens rea and conduct.  
Sixth. There must be a “causal” relation between the legally forbidden harm 
and the voluntary mis conduct.  
Seventh. There must legally prescribed punishment. 
 
D. Relativitas Pengertian Kejahatan  
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut 
pandang hukum (lega definition of crime), maupun ditinjau dari sudut pandang 
masyarakat (sociological definition of crime). 
1. lsi pasal-pasal dari hukunm pidana sering berubah. Contoh: Undang-undang 
narkotika yang lama yakni UU No 9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-
undang narkotika yang baru, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
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2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu 
berubah Contoh: di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang 
bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki biasa/bukan bangsawan. 
Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma 
tersebut sekarang ini tidak berlaku lagi. 
3. Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari 
suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, ada daerah bila kedatangan tamu 
terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. 
Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, sedangkan 
di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan 
(jahat). Ada juga daerah, di mana bila ada laki-laki lain bersedia menukar 
istrinya dengan dua ekor babi, ia dengan segala senang hati melakukannya, dan 
perbuatan itu bukan kejahatan. Tentunya di daerah lain, perbuatan menukar istri 
dengan babi merupakan  perbuatan jahat. 
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, 
kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda 
pula. Contohnya, si A mencuri ayam mendapat hukuman 3 bulan penjara dari 
hakim X, sedangkan si B mencuri ayam pula tetapi divonis 1 tahun penjara oleh 
hakim Y. Kadang-kadang terdapat banyak contoh-contoh di dalam kasus 
korupsi, misalnya: pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis 9 tahun 
penjara, sedang di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun dan di 
tingkat kasasi orang tersebut bebas. 
5. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara 
dibandingkan dengan negara lain. Contoh, pelacuran rumah bordil (brothel 
prostitution) di Australia di larang di dalam KUHP Australia, sedangkan 
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POKOK BAHASAN TIGA :  PENGGOLONGAN (KLASIFIKASI) 
KEJAHATAN 
 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa 
pertimbangan: 
 
A. Motif Pelakunya. Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut: 
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan. 
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 
KUHP. 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 
pemberontakan DI /TI, dll. 
4. Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), misalnya penganiayaan, motifnya 
balas dendam. 
B. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya. 
1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) 
KUHP. seperti pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa 
Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang 
pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III 
(tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada 
waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan 
hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam 
bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya 
hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada 
pelanggaran lalu  lintas. 
 
C. Kepentingan Statistik. 
1. Kejahatan terhadap orang (crime against  persons), misalnya pembunuhan, 
penganiayaan dll. 
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2. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) misalnya pencurian, 
perampokan dll. 
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public decency) misalnya 
perbuatan cabul. 
 
D. Kepentingan Pembentukan Teori.  
Penggolongan ini didasarkan  adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas 
kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan 
kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok 
yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya 
adalah: 
1. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian 
tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh: 
pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan. 
2. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, 
perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan pelacuran. 
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, Contoh: 
pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dll. 
 
E. Ahli-ahli Sosiologi. 
1. Violent personal crime (keiahatan kekerasan terhadap orang). Contoh, 
pembunuhan (murder), penganiayaan (assault)  pemerkosaan (rape), dll. 
2. Occastional property crime (kejahatan harta benda karena kesempatan). 
Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar 
(shoplifting), dll. 
3. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: white 
collar crime (kejahatan kerah putih), seperti korupsi. 
4. Political crime (kejahatan polititk). Contoh, treason (pemberontakan), 
espionage (spionase), sabotage (sabotase), guerilla warfare (perang gerilya), 
dll. 
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5. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa 
juga disebut “kejahatan tanpa korban” (victimless crimes): Contoh pemabukan 
(drunkness), gelandangan (vagrancy), penjudian (gambling), wanita 
melacurkan diri (prostitution). 
6. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh: perampokan 
(robbery), penggarongan (burglary), pencurian kecil -kecilan (larceny), dll. 
7. Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan (racketeering), 
perdagangan wanita untuk pelacuran (women trafficking), perdagangan obat 
bius, dll. 
8. Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contoh: 
pemalsuan (counterfeiting), pencopetan (pickpocketing), dll. 
 
POKOK  BAHASAN  EMPAT :  STATISTIK  KEJAHATAN 
A. Kejahatan Tercatat (Recorded Crime) 
Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu 
tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka 
kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (crime known to the police). Sebenarnya 
instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan 
Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik 
kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan 
tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya bila di kepolisian dilaporkan 20 
kasus kejahatan maka yang sampai di kejaksaan tinggal hanyalah separuhnya 
saja dan begitu seterusnya, sehingga betul-betul yang masuk di Lembaga 
Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. “Tercecer”-nya perkara disebabkan 
berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang tidak jujur, adanya 
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B. Kejahatan Terselubung (Hidden Crime) 
Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi 
adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang 
sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara 
jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan 
yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (hidden crime). Sebenarnya 
tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang 
terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya. 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (hidden 
crime) dalam masyarakat, antara lain: 
1. Pihak pelaku: 
a. Pelaku melarikan diri.  
b. Pelaku lihai menghilangkan jejak. 
c. Adanya privilage (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang 
yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain. 
2. Pihak korban 
a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu 
penting melaporkan kejadian itu. Contoh: Si A kehilangan celana, 
mungkin tidak akan melaporkan kejadian itu karena harga barang tersebut 
tidak seberapa. 
b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku 
kejahatan. 
c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam 
kasus pemerkosaan. 
d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap 
sangat mengganggu.  
e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan. 
f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut, misalnya dalam 
kasus penjudian. 
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g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada. 
h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak 
akan mampu menangkap pelakunya. 
3. Pihak kepolisian 
a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti 
kurang. 
d. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan 
merupakan tindak pidana. 
e. Petugas tidak jujur. 
f. Pihak kepolisian tidak profesional. 
g. Sarana yang tersedia kurang mamadai. 
4. Pihak masyarakat  
a. Masyarakat acuh tak acuh.  
b. Takut kepada pelaku kejahatan. 
c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan. 
d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan 
kejadian yang terjadi. 
 
POKOK BAHASAN  LIMA :   ANALISIS STATISTIK KEJAHATAN  
A. Crime Total (CT) : adalah jumlah seluruh kejahatan tertentu (misalnya 
pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain) di suatu tempat (misalnya di 
kota A, B, C dan seterusnya) pada waktu tertentu (misalnya bulan Januari, 
Februari, Maret 2009). Dengan mengetahui CT dapat diketahui pula adanya 
persentase kenaikan dan penurunan tingkat kejahatan dari waktu ke waktu.  
 
B. Crime Index (CI) : yang termasuk CI adalah jenis kejahatan yang dianggap 
serius (pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain) dan jenis 
kejahatan yang sering terjadi (pencurian biasa, penipuan dan lain-lain) yang 
menimbukan keresahan masyarakat. Yang menjadi CI daerah kepolisian tertentu 
hanya beberapa jenis kejahatan saja seperti : 1. Pembunuhan, 2. Penganiayaan, 3. 
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Pemerkosaan,   4. Perampokan, 5. Pencurian, 6. Kecelakaan lalu-lintas yang 
menyebabkan kematian. Tidak semua daerah kepolisian mempunyai CI yang 
sama. 
 
C. Crime Clock (CC) : menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada 
setiap jam. Misalnya pencurian di daerah A adalah 1 jam, 20 menit dan 15 detik 
(1j, 20, 15) berarti dalam kurung waktu tersebut terjadi satu kali pencurian. 
Rumus Crime Clock adalah  
          
                
  Misalnya pencurian bulan Januari 
2009 di kota X sebanyak 100 kasus maka CC pencurian di bulan Januari di kota 
X adalah = 31 hari  x 24 jam 744 : 100 = 7 j. 40. 4. Ini berarti setiap 7 jam, 40 
menit, 4 detik terjadi pencurian di kota X pada bulan Januari 2009. Makin tinggi 
CC-nya makin aman pula daerah tersebut.  
 
D. Crime Clearance (CCl) : adalah menunjukkan berapa jumlah perkara yang 
dilaporkan (ke kepolisian) dan jumlah perkara yang “diselesaikan” (dilimpahkan 
ke kejaksaan) pada kurung waktu tertentu. 
 
E. Crime Rate (CR) : adalah angka yang menunjukkan pada tingkat kerawanan 
suatu jenis kejahatan pada suatu daerah (kota) dalam waktu tertentu. Rumus CR 
adalah  
               
               
          . 
Misalnya CR perampokan di Sydeney tahun 2009 adalah 300 kali maka hal itu 
menunjukkan bahwa setiap 100.000 penduduk di kota tersebut pada tahun 2009 
terdapat 300 korban perampokan. Dan bila CR Jakarta 400 maka Jakarta lebih 
rawan sekian persen dari Sydeney. Rumus yang dipakai oleh kepolisian untuk 
menghitung CR adalah sama di seluruh dunia. Cara menghitung CR yang lebih 
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  What is crime rate ? 
  Crime rate describe the number of events reported to the police per 100.000 
population. In effect, the number of crimes is devided by the total 
population. For instance, in 1984 there were 84.015 robberies in California 
and the population was 25.622.000, equalling a robbery crime rate per 
100.000 population of 327,9 (328) : 
      
          
                          
 
Dari rumus ini dapat diketahui bahwa setiap 100.000 penduduk di California 
pada tahun 1984 terjadi korban perampokan sebanyak 328 orang. Dapat pula 
disebutkan bahwa CR adalah ratio (perbandingan) antara jumlah kejahatan 
dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Makin tinggi CR maka makin 
tinggi pula tingkat kerawanan suatu daerah. 
 
F. Crime Anatomy (CA) : adalah penguraian unsur-unsur suatu jenis kejahatan, 
misalnya penjambretan. Jenis kejahatan tersebut diuraikan sebagai berikut : 
Tempat Kejadian Perkara (TKP), jam kejadian, korban, pelaku, modus oprandi, 
dll. Dengan diketahuinya unsur-unsur tersebut memudahkan kepolisian 
mengadakan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.   
G. Crime Patten (CP) : adalah perbandingan persentase antara berbagai jenis 
kejahatan tertentu, seperti kejahatan kekerasan  (Violent crimes). Kejahatan 
kekerasan terdiri dari pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan pada waktu 
tertentu. Misalnya Violent crimes di Cahlifornia tahun 1984 sebagai berikut: 
pembunuhan (homocide), 2.940 kasus atau 1,6 %; pemerkosaan dengan cara 
kekerasan (forcible rape), 12.199 kasus atau 6.5%; perampokan (robbery), 
75.649 kasus atau 41,2%; penganiayaan berat (aggravated assault), 92.915 kasus 
atau 50,6%. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:  
                   
                                  
        = 
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LEMBAR   KERJA   BAB  II 
1. Jelaskan tentang definisi kejahatan 
Jawab : 
 
2. Jelaskan tentang relativitas Pengertian Kejahatan 
Jawab : 
 
3. Sebutkan jenis-jenis kejahatan berdasarkan penggolongan yang dilakukan 
kejahatan menurut Bonqer! 
Jawab : 
 
4. Sebutkan jenis-jenis kejahatan menurut Bonger! 
Jawab : 
 




6. Apa yang dimaksud dengan. 
a. Crimes knowm to the police 
b. Hidden crime 
c. Index crime 
d. Crime rate 
e. Crime clock 
Jawab : 
7. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (hidden 
crime) dalam masyarakat? 
Jawab : 






POKOK BAHASAN ENAM : ALIRAN-ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI 
Aliran-aliran atau sering dikenal sebagai schools dalam kriminologi 
menunjukkan pada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang 
kejahatan.  
A. Spritualisme 
Dalam penjelasan tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan 
mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda 
dengan teori-teori saat ini spritualisme menfokuskan perhatiannya pada 
perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa, dan keburukan 
yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang 
sebagai orang yang terkena bujukan setan (evil/demon).    
Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah 
bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan 
antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya 
adalah konflik berkepanjangan antara keluarga yang dapat mengakibatkan 
musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi masalah adalah bahwa pelaku 
kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam 
masyarakat yang akan dapat dihukum. 
 
B. Naturalisme 
Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu 
alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional 
dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Lahirnya rasionalisme di Eropa 
menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab kejahatan. 
Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi 
beberapa aliran: 
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1. Aliran Klasik 
Landasan pemikiran aliran klasik adalah sebagai berikut : 
a. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) hidup menentukan 
pilihannya sendiri. 
b. Dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk 
memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri 
(hedonisme). 
c. Indivudu memiliki hak asasi di ataranya hak untuk hidup, kebebasan, dan 
memiliki kekayaan. 
d. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan 
muncul sebagai hasil perjanjian sosial atara yang diperintah dan yang 
memerintah. 
e. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada 
negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan 
demi kepentingan bagian terbesar dari masyarakat. 
f. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena 
itu kejahatan merupakan kejahatan moral. 
g. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk 
memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah 
untuk mencegah kejahatan dikemudian hari. 
h. Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh karena itu seharusnya 
setiap orang diperlakukan sama. 
Penganut aliran ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.  
    
2. Aliran Positivis 
Aliran positivis terbagi atas dua bagian besar yakni : Pertama 
determinasi biologis (biologicat determinism) perilaku manusia sepenuhnya 
tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. kedua 
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Determinasi Kultural (cultural determinism) mendasari pemikiran mereka 
pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. 
Para Ilmuwan ini tidak cukup hanya dengan berfikir untuk meningkatkan 
dan memodernisasi peradaban  masyarakat, tetapi mereka lebih banyak 
berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di 
dalam masyarakat.  
Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akalnya disertai kehendak 
bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat 
bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor 
lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan 
bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (cause-effect 
relationship). 
Landasan pemikiran aliran positif adalah sebagai berikut : 
a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.   
b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat di atas dengan melakukan 
studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. 
c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. 
Abnormalitas ini mungkin terletak pada diri individu atau juga pada 
lingkungannya. 
d. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda 
yang normal. 
e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat 
diperbaiki. 
f. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga 
tujuan dan sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau 
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3. Aliran Social Defence 
Aliran Social defence yang dipelopori oleh Judge Marc Angel telah 
mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. 
Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu 
statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. 
Meskipun demikian, arti social defence berbeda dengan yang dimaksud oleh 
tokoh aliran positif, yaitu : 
a. Social defence tidak bersifat deterministik 
b. Social defence menolak tipologi yang bersifat kaku tentang penjahat dan 
menitikberatkan pada keunikan kepribadian manusia. 
c. Social defence meyakini sepenuhnya nilai-nilai moral. 
d. Social defence menghargai sepenuhnya kewajiban-kewajiban masyarakat 
terhadap penjahat. Dan mencoba menciptakan keseimbangan antara 
masyarakat dan penjahat serta menolak mempergunakan pendekatan yang 
bersifat security sebagai suatu alat administratif. 
e. Sekalipun mempergunakan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan namun 
sosial defence menolak dikuasai olehnya dan menggantikannya dengan 
sistem yang modern “politik kriminal”. 
 
POKOK BAHASAN TUJUH : PERSPEKTIF BIOLOGIS. 
 
A. Lahir Sebagai Penjahat (Born Criminal) 
Teori born criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang 
diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso 
membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme 
menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek 
moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang 
memunculkan sifat jahat pada manusia modern. 
Lombrosso menggabungkan positivism Comte, evolusi dari Darwin, serta 
pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. 
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Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri dan Rafaele Gorofalo, Lombroso 
membangun suatu orientasi baru, Mazhab Italia atau mazhab positif, yang 
mencari penjelasan atas tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian 
ilmiah. 
Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah 
bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda 
dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu 
bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang 
merefleksikan suatu bentuk awal  dari evolusi. 
Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa 
manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan 
posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis 
(medical-record) nya. Teori Lombroso tentang born criminal (lahir sebagai 
penjahat) mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. 
Sementara   penjahat perempuan menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki, 
ia adalah pelacur yang mewakili born criminal. Penjahat perempuan memiliki 
banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh 
cemburu, dendam, dll.  
Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat 
kedalam 4 golongan, yaitu:  
1. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada dotrin atavisme tersebut di atas. 
2. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa 
perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk 
membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, 
embisil, atau paranoid.  
3. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan 
pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. 
Contohnya penjahat  kambuhan (habitual criminals).  
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4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya 
karena marah, cinta, atau karena kehormatan.  
 Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, 
Lombroso telah memberikan konstribusi yang signifikan bagi penelitian mengenai 
kejahatan, juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejajahatan dari 
penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristik sebagai basis penghukuman 
menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia 
melakukan kejahatan.  
 
B. Tipe Fisik  
1. Ernest Kretchmer  
Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, 
Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu: 
a. Asthenic : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan 
dengan schizophrenia (gila).  
b. Athletic: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.  
c. Pyknic : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang 
berhubungan dengan depresi. 
d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi. 
 
2. William H. Sheldon 
Sheldon berpandapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan 
tempamen  seseorang. 
 Sheldon memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, yaitu : 
a. The endomorph (tubuh gemuk). 
b. The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis). 
c. The ectomporph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh). 
Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung 
lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku illegal. Dengan 
mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan 
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suatu „index to delinquency‟ yang dapat digunakan untuk memberi profil dari 
tiap problem pria secara mudah dan cepat.  
  
3. Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck 
Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komporatif antara 
pria delinquent dengan non delinquet. Pria delinquent didapati memiliki wajah 
yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan 
bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non delinquent. 
Penelitian mereka juga mendapati bahwa 60% delinquent didominasi oleh 
yang mesomorphic. 
 
C. Disfungsi Otak dan (Learning Disabilities) 
 Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada mereka 
yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. 
Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya 
dan berhubungan dengan terganggunya self-control. 
 Delinquency berhubungan dengan learning disabilities, yaitu kerusakan 
pada fungsi sensor dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik 
abnormal.  
 
D. Faktor Genetik 
1. Twin Studies 
 Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 
3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan 
kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada identical twins (kembar 
yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membela menjadi dua 
embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga 
melakukan. Sedangkan pada fraternal twins (kembar yang dihasilkan dari dua 
telur yang terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan, angka 
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tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa 
pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.  
 
2. Adoption Studies 
Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi 
di Denmark menemukan data: 
a. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak 
tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan. 
b. Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal, tapi orang tua 
aslinya tidak, 14,7% terbukti melakukan kejahatan. 
c. Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, tetapi memiliki 
orang tua asli kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan. 
d. Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 
24,5% terbukti melakukan kejahatan. 
 Temuan di atas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua 
asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak 
dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.  
 
3. The XYY Syndrome 
Setiap orang memiliki 23 pasang kromoson yang diwariskan. Satu pasangan 
kromoson menentukan gender (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu 
X kromosom dari ayah dan ibunya; seorang laki-laki mendapat satu kromosom 
dari ibunya dan satu Y kromosom ayahnya. 
 Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur 
menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah “the 
XYY chromosome male” atau  atau laki-laki dengan XYY kromosom. Orang 
tersebut menerima dua Y kromosom (dan bukan satu) dari ayahnya. Kurang lebih 
satu dari tiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi memiliki 
komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY 
cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan. 




POKOK BAHASAN DELAPAN : PERSPEKTIF PSIKOLOGIS 
 
A. Teori Psikoanalisis 
 Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan 
prilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik, dia begitu 
kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga 
tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang 
harus dipenuhi segera. 
 Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, berpendapat 
bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive conscience” yang 
menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka 
perasaan bersalah mereka akan mereda. 
 Sesorang melakukan prilaku yang terlarang karena hati nurani (conscience) 
atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang 
berperan sebagai suatu penengah antara superego dan id (tidak mampu 
mengontrol dorongan-dorongan dari id) bagian dari kepribadian yang 
mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). 
Karena superego intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, 
terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, 
maka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mngkin akan melahirkan 
id yang tidak terkendali dan berikutnya delinquency. 
 Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik 
fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik 
kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu : 
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada 
perkembangan masa kanak-kanak mereka. 
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2. Tingkah laku dan motif-motof bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan 
interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan. 
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
 
B. Kekacauan  Mental (Mental Disorder) 
 Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga 
pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel seorang dokter Perancis sebagai manie sans 
delire (madness without confusion) atau oleh dokter inggris bernama James C. 
Prichard sebagai „moral incanity‟, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai 
„irresistible atavistic impluses‟. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut 
dibuat antisocial personality atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang 
ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, 
bersifat cuek, dan tidak perna merasa bersalah. 
Psikiatr Hervey Clecke memandang pschopathy sebagai suatu penyakit 
serius meski penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para psychopth terlihat 
mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu 
sebenarnya hanyalah suatu “mask of sanity” atau topeng kewarasan. Para 
psychopath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersala 
atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan 
dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan. 
Pencarian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan 
mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeblemindedness 
(lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), dan stupidity (kebodohan) dianggap 
diwariskan.   
 
C. Pengembangan Moral (Development Theory) 
Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam 
tahap preconventional stage atau tahap pra-konvensional, di mana aturan moral 
                                         Pengantar Kriminologi 
37 
 
dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk 
menghidari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun 
biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini. Psikolog John Bowl 
mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan 
konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan theory of 
attachment (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu : 
1. Specifity (kasih sayang itu bersifat selektif). 
2. Duration, bahwa kasih sayang itu berlangsung lama dan bertahan. 
3. Engagement of emotion, bahwa kasih sayang melibatkan emosi. 
4. Ontogeny, yaitu pada rangkaian perkembangannya, anak membentuk kasih 
sayang pada satu figure utama. 
5. Learning, bahwa kasih sayang merupakan hasil dari interaksi sosial yang 
mendasar. 
6. Organization, bahwa kasih sayang mengikuti suatu organisasi .perkembangan 
7. Biological Function, yaitu perilkau kasih sayang memiliki fungsi biologis, 
yakni survival. 
Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya 
memiliki ketidak mampuan membentuk ikatan kasih sayang. Kriminolog juga 
menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, penceraian, 
atau ditinggalkan. Apakah ketidakhadiran itu menyebabkan delinquency? 
Penemuan empiris masih samar dalam soal ini. Namun satu studi terhadap 201 
orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih 
sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya 
percaya diri sang ibu, kekerasa ayah secara signifikan mempunyai hubungan 
dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. 
Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah 
laku kriminal.  
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D. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 
 Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku delinquent 
dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua prilaku non-
delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan 
tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara kita mempelajari 
tingkah laku. antara lain : 
 
1. Observational Learning 
Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-
individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. 
Anak belajar bagaimana bertingkah-laku secara diteransmisikan melalui 
contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media 
massa. 
Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga 
terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba 
memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah 
mengajak anak-anak mereka untuk mengunakan taktik serupa (yaitu 
kekerasan). Jadi melalui observational learning. (belajar melalui pengamtan) 
satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus-menerus 
melalui genarasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya 
kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar 
keluarga hal serupa dapat dipelajari dari gang-gang. Observational learning 
juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop. Anak-anak yang melihat 
seseorang diberi ganjaran atau diharga karena melakukan kekerasan percaya 




2. Direct Experience 
Patterson dan kawan-kawanya menguji bagaimana agresi dipelajari 
melalui pengalaman langsung (direct experience). Mereka melihat bahwa 
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anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak 
lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu 
dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar 
membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian. Jadi anak-anak 
sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan melakukan 
kekerasan, melalui trial dan error. 
 
3. Differential Association Reinforcement 
 Burgess dan Akers menggabungkan learning theory dari Bandura dengan 
teori Differential Association Reinforcement. Menurut teori ini berlangsung 
terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau 
hukuman. Penghargaan atau hukuman yang berarti adalah yang diberikan oleh 
kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu, seperti kelompok 
bermain (peer group), keluarga, guru di sekolah, dan seterusnya. Jika tingkah 
laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan 
terus bertahan. 
 
POKOK BAHASAN SEMBILAN : TEORI PENYEBAB KEJAHATAN DARI 
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS 
 Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari 
alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. 
Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma)  atau Strain (ketegangan) 
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 
3. Social Control (kontrol sosial) 
Teori Anomie dan Penyimpangan Budaya, memusatkan perhatian pada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan 
aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal 
saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota 
masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas 
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menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah 
keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai 
sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti 
gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dll, mereka menjadi frusturasi dan beralih 
menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means). Sangat berbeda 
dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas 
bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan 
nilai-nilai kelas menegah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas 
bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar 
norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainnya. 
 Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden 
berpendapat bahwa : 
 Gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai 
berikut : 
a. Gelombang urabanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan 
sukar dicegah. 
b. Terjadi konfik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru 
yng tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota 
besar. 
c. Memudarnya pola-pola keperibadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol 
sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya 
menghadapi “samarpola” (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan 
perilakunya. 
 
A. Teori-teori Anomie 
1. Emile Durkheim 
 Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 – 1917), menekankan 
pada „normlessness, lessens social control” yang berarti mengendornya 
pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya 
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kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri 
dalam perubahan norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam 
pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “tren sosial dalam masyarakat industri 
perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan 
berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan 
timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan 
kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku 
yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.  
Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada 
bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-
masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada 
struktur suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika 
masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-
susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh 
kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian 
komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan 
keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi dysfunctional 
(tidak berfungsi). 
Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak 
terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi 
sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie 
sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya 
patokan-patokan dan nilai-nilai.  
Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang 
cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan 
perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. 
Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana 
berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka 
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kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat 
norma-norma umum (a common set of rules) akan merosot. Seperangkat 
aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu 
sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, 
sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada 
dalam kondisi anomi. 
Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim adalah dalam salah satu diskusi 
tentang bunuh diri (suicide) yang terjadi di Perancis, dan bukan tentang 
kejahatan. Ketika Durkheim menganalisis data statistik ia mendapati bahwa 
angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba 
(sudden economic change), baik perubahan itu depresi hebat ataupun 
kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu 
orang tiba-tiba terhempas ke dalam satu  cara/jalan hidup yang tidak dikenal 
(unfamiliar). Aturan-aturan (rules) yang pernah membimbing tingkah laku 
tidak lagi dipegang. 
Riset Durkheim tentang „suicide‟ dilandasi pada asumsi bahwa rata-
rata bunuh diri yang terjadi di masyarakat yang merupakan tindakan akhir 
atau puncak dari suatu anomie, bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu 
sosial integration dan sosial deregulation.  
Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa keadaan terendah atau tertinggi 
dari tingkat integrasi dan regulasi akan mengakibatkan tingginya angka rata-
rata bunuh diri. Dalam skema, hipotesis Durkheim akan tampak sebagai 
berikut : 
Sosial Conditions High Low 
Sosial Integration Altruism Egoism 
Sosial Regulation Fatalism Anomi 
    
Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari 
kondisi sosial yang menekan (strain/stres), yaitu : 
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1. Deregulasi kebutuhan atau anomi. 
2. Regulasi yang keterlaluan atau fatalism. 
3. Kurangnya integrasi struktural atau egoism. 
4. Proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya 
“altruistic” yang mendorong bersangkutan untuk melakukan bunuh diri. 
(hipotesis ke-4 ini bukan termasuk teori stress). 
Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tidak 
terbatas. Karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk 
kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti 
binatang-binatang, menurut Durkheim, kita telah mengembangkan aturan-
aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-
aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan 
membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu ledakan 
kemakmuran yang tiba-tiba, harapan-harapan orang menjadi berubah. 
Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana 
ganjaran/penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat 
itu, maka di sana sudah tidak ada lagi pengekang/pengendali atas apa yang 
orang inginkan. 
2. Robert Merton 
Robert Merton dalam „sosial theory and sosial structure‟ pada tahun 
1957 yang berkaitan dengan teori anomi Durkheim mengemukakan bahwa 
anomie adalah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan 
dalam interaksi sosial. Dengan kata lain anomie is a gap between goals and 
means creates deviance. Tetapi konsep Merton tentang anomie agak berbeda 
dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh 
sudden social change tetapi oleh social structure yang menawarkan tujuan-
tujuan yang sama untuk mencapainya. 
Teori anomi dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di 
setiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau culture goals dan 
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institusionalised means atau accepted ways. Dan disparitas antara tujuan dan 
sarana inilah yang memberikan tekanan (strain). 
Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari 
masalah kejahatan (a structural explanation). Teori ini berasumsi bahwa 
orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan 
yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka 
akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (sosial 
mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang 
membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means (pendidikan tinggi, 
bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya 
terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dan mereka benar-benar  
haruslah orang yang penuh talented. Situasi seperti inilah yang dapat 
menimbulkan konsekuensi sosial berupa penyimpangan. 
Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga suatu 
cita-cita (goals) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya 
diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai 
sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (means) 
tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. 
Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-
cita dimaksud melalui legitimated means (mematuhi hukum). Oleh karena 
itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui 
cara yang melanggar undang-undang (illegitimated means). Pada umumnya, 
mereka yang melakukan illegitimated means tersebut berasal dari 
masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi 
sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya 
masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur 
masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat 
anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain 
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(ketegangan) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-
baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas. 
Pada saat Merton pertama menulis artikelnya, “sosial structure and 
anomie”, teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud abnormal. 
Oleh karena itu, penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda 
dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan 
bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat 
pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke 
dalam tingkah laku yang menyimpang. 
Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau 
adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain (mode of 
adoptation), yaitu : 
1. Conformity, merupakan prilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara 
yang sudah ada dimasyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang 
mencapai keberhasilan. 
2. Innovation, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan illegitimate 
means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding 
atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi 
tersebut. 
3. Ritualism, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang 
mengatur instutionalized means, dan hidup dalam batas-batas rutinitas 
hidup sehari-hari (pasrah). 
4. Retreatism, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan 
kemasyarakatan (mengucilkan diri).   
5. Rebbelion, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga 
berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi). 
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3. Cloward dan Ohlin 
Teori Anomi versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya „ 
Differential Opportunity, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. 
Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya  Delinquency and 
Opportunity, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih 
satu tipe subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi anomie 
mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum 
dalam lingkungan mereka. 
 
4. Cohen  
 Teori Anomi Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti teori 
ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai 
kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil 
dan harus dilawan. 
 
5. Kritik Terhadap Teori Anomi  
Traub dan Little (1975) memberikan kritiknya sebagai berikut : Teori 
anomie tampaknya beranggapan bahwa di setiap masyarakat terdapat nilai-
nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar 
masyarakatnya, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa 
hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang 
melakukan penyimpangan. Analisis Merton sama sekali tidak 
mempertimbangkan aspek-aspek interaksi pribadi untuk menjadi deviant dan 
juga tidak memperhatikan hubungan erat antara kekuatan sosial dengan 
kecendrungan bahwa seseorang akan memperoleh cap secara formal sebagai 
deviant. 
Cullen (1983) menyampaikan kritiknya sebagai berikut : 
1. Bawha Durkheim tidak secara jelas merinci sifat dari keadaan sosial yang 
sedang terjadi. Sekalipun Durkheim mengemukakan pengertian-
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pengertian umum dengan menunjuk pada istilah common ideas, beliefs, 
customs, tendencies, dan opinions.  Namun pengertian-pengertian tersebut 
tampak berdiri sendiri dan bersifat eksternal dari kesadaran individu. 
2. Durkheim tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana “current 
anomy” menyebabkan bunuh diri. Ia sekurang-kurangnya telah 
mengaitkan current anomy kepada bunuh diri, bahwa kejadian-kejadian 
yang tiba-tiba seperti perceraian dan kemakmuran yang mendadak 
cenderung mengakibatkan bunuh diri. 
3. Dalam seluruh tulisannya tentang suicide, Durkheim tidak berhasil 
membahas bagaimana kondisi sosial dapat membentuk penyimpangan 
tingkah laku di dalam masyarakat.                 
 
B. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) 
Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940.
  
Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan 
sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. 
Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai seperangkat 
nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem 
nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, 
menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah : 
1. Social disorganization 
2. Differential association 
3. Cultural conflict 
 
1. Social Disorganization Theory 
Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi 
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nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan social 
disorganization (disorganisasi sosial), yaitu : The breakdown of effective 
social bonds, family and neighborthood association, and social controls in 
neighborhoods and communities (tidak berlangsungnya ikatan sosial, 
hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam 
lingkungan dan komunitas). 
Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang disorganized 
secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. 
Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di 
daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian 
mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan 
kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal 
narkoba, minuman keras dan seks bebas.  
Park dan Burgess mengembangkan lebih lanjut studi tentang sosial 
disorganization dari Thomas dan Znaniecky dengan mengintroduksi analisis 
ekologis dari masyarakat manusia. Pendekatan yang kurang lebih sama 
digunakan para sarjana yang mengkaji human ecology (ekologi manusia), 
yaitu interelasi antara manusia dengan lingkungannya.  
Dalam studinya, Park dan Burgess meneliti karakteristik daerah yang 
terdiri atas zona-zona konsentrasi. Setiap zona memiliki struktur dan 
organisasinya sendiri, karakteristik budaya serta penghuni yang unik. 
Cliford Shaw dan Henry Mckdey, menggunakan penduduk yang 
tersebar di ruang-ruang yang berbeda untuk meneliti secara empiris hubungan 
antara angka kejahatan dengan ruang-ruang yang berbeda misalnya, daerah 
kumuh, pusat kota, daerah perdagangan dsb. 
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Penemuan ini berkesimpulan  bahwa faktor paling krusial (menentukan) 
bukanlah etnisitasi, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status 
ekonomi dan nilai-nilai budaya. Yang selanjutnya menunjukkan bahwa 
cultural transmition adalah: “delinquency was socially learned behavior, 
transmitted from one generation to the next generation in disorganized urban 
areas” (delinquensi adalah perilaku sosial yang dipelajari, yang dipindahkan 
dari geneerasi yang satu ke generasi berikutnya pada lingkungan kota yang 
tidak teratur. 
Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Bugis yang 
sudah terbiasa membawa senjata tajam berupa badik yang merupakan senjata 
tradisional masyarakat dan dilakukan secara turun temurun, padahal ini 
merupakan tindak pidana. 
Kritik Terhadap Social Disorganization  Theory adalah sebagai berikut: 
a. Terlalu tergantung pada data resmi yang sangat mungkin mencerminkan 
ketidaksukaan polisi pada lingkungan kumuh. 
b. Terlalu terfokus pada bagaimana pola-pola kejahatan diteransmisikan, 
bukan pada bagaimana ia dimulai pertama kali. 
c. Tidak dapat menjelaskan mengapa delinquncy berhenti dan tidak menjadi 
kejahatan begitu mereka beranjak besar. 
d. Mengapa banyak orang di daerah yang “socialy disorganized” tidak 
melakukan perbuatan jahat. 
e. Tidak menerangkan delinquency di kalangan kelas menengah. 
 
2. Differential Association 
Porf. E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut Differential 
Association Theory sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam 
menjelaskan teori tersebut, sbb: 
1) Criminal behavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari) 
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2) Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process 
of communication (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan 
orang lain dalam proses komunikasi). 
3) The principle part of the learning of criminal behavior occurs within 
intimate personal groups (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah 
laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang 
intim/dekat). 
4) When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of 
committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes 
very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, 
and attitude (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk 
teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, 
kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-
dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). 
5) The specific direction of motives and drives is learned from definitions of 
the legal codes as favorable or unfavorable (arah khusus dari motif-motif 
dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-
aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).       
6)  A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable 
to violation of law over definitions unfavorable to violation of law 
(seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi 
yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). 
7) Differential association may vary in frequency, duration, priority, and 
intencity (asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam  
frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya). 
8) The process of learning criminal behavior by association with criminal and 
anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any 
other learning (proses mempelajari tingka laku kriminal melalui pergaulan 
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dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme 
yang berlaku dalam setiap proses belajar). 
9) While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is 
not explained by those general needs and values, since noncriminal 
behavior is an expression of the same needs and values (walaupun tingkah 
laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-
nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku 
nonkriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan 
nilai-nilai yang sama). 
Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-
pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau 
kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya 
yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan 
posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan 
pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.  
Meskipun banyak pakar krimonologi telah memberikan pendapat, 
atau komentar, dapat dikatakan bahwa teori asosiasi diferensial masih 
relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai dengan abad 
ke-20 ini. Sebagai salah satu dari pernyataan di atas adalah jasa teori 
tersebut untuk menjelaskan konsep teori ini white collar crime, sebagai 
berikut : 
As a natural product of conflicting values within our economic and 
class structures and the white collar criminal as an individual who, 
through associations with colleagues who define their offenses as 
“normal” if not justified, learns to accept and participatein the 
antilegal practices of this occupation. 
 
Kritik Terhadap Differential Association Theory adalah sebagai 
berikut : 
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1. Mengapa tidak setiap orang yang berhubungan dengan pola-pola tingkah 
laku kriminal menjadi seorang penjahat? 
2. Mengapa beberapa orang yang mempelajari pola-pola tingkah laku 
kriminal tidak terlibat dalam perbuatan kriminal? 
3. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana penjahat yang pertama kali menjadi 
penjahat. 
3. Culture Conflict Theory  
Culture conflict theory menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-
ciri sebagai berikut : 
a. Kurangnya ketetapan dalam pergalan hidup. 
b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu 
sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok 
masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri dan bahwa conduct norms 
dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok 
lain. 
Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. 
Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan 
(clash). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya berkembang menjadi 
budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct 
norms-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen 
atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks di mana sejumlah 
kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma 
seringkali tertinggal. 
Contohnya di Bali seorang wanita dewas biasanya mandi di tempat 
umum dengan telanjang (bugil) dan hal ini bukan merupakan suatu 
pelanggaran asusila tetapi ketiga orang Bali tersebut berada di daerah lain, 
misalnya di Aceh dan tetap melakukan hal yang sama maka hal tersebut 
merupakan pelanggaran asusila yang menyebabkan pertentangan budaya. 
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Culture conflict theory  terdiri subcultural theories, yang kemudian terbagi 
lagi menjadi subculture of violance.  
Teori subculture timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang 
serupa mendapati diri mereka terpisah dari mainstream (arus terbesar) 
masyarakat dan mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. 
subculture terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minioritas. 
Sebagai contoh dari teori subculture ini adalah anak-anak kelas bawah 
yang tidak pernah mengenal gaya hidup kelas menengah, dan kemudian 
disekolahkan di sekolah elite. Maka anak-anak kelas bawah ini berusaha 
beradaptasi dengan anak-anak dari kalangan menengah ke atas. Akan tetapi 
ketika anak-anak dari kelas bawah tersebut diperhadapkan dengan kehidupan 
mewah yang tidak dapat mereka jangkau, maka hal seperti inilah yang 
membuat frusturasi dan tekanan pada anak tersebut dan memungkinkan 
terjadi tindak kejahatan seperti mencuri untuk mengikuti gaya hidup teman-
temannya. 
Pada teori sub culture of violence, Marvin Wolfgang dan Franc 
Ferracuti memfokuskan pada culture conflict (konflik budaya), dan violent 
crime (kejahatan kekerasan). 
Sub budaya yang mengikuti conduct norms yang kondusif bagi 
kekerasan disebut dengan subcultures of violence. Kekerasan tidak 
digunakan dalam semua situasi, namun sering merupakan suatu tanggapan 
yang diharapkan. Jadi, anggota sub budaya seperti ini tidak merasa bersalah 
dengan agresi mereka. Sebaliknya orang-orang yang tidak melakukan 
kekerasan mungkin akan dicela. Sistem nilai seperti ini ditransmisikan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya. 
Kritik Terhadap Culture Conflict Theory adalah sebagai berikut : 
1. Teori ini tidak menjelaskan mengapa kebanyakan delinquent pada 
akhirnya menjadi orang yang taat hukum meskipun kedudukan mereka 
dalam struktur kelas relatif tetap (kelas bawah). 
                                         Pengantar Kriminologi 
54 
 
2. Tidak jelas apakah anak-anak muda itu didorong oleh kekuatan motivasi 
serius atau hanya keluar jalanan untuk mencari kesenangan. 
3. Jika sub budaya dilinquent akibat dari mengukur anak-anak kelas bawah 
dengan menggunakan alat ukur kelas menengah, lalu bagaimana orang 
akan menerangkan delinquent  kelas menengah ke atas. 
C.  Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang 
membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Semetara itu, pengertian 
teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang 
dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur 
keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.  
Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu: 
1. Albert J. Reiss, Jr.   
Pada tahun (1951) Albert J. Reiss, Jr. Telah menggabungkan konsep 
tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran 
Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian 
hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss 
mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam 
menjelaskan kenakalan remaja, yaitu : 
1) Kurangnya  kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak  
2) Hilangnya kontrol tersebut 
3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma 
dimaksud di sekolah, orang tua, atau di lingkungan dekat. 
Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu : personal control dan 
social control. 
Personal control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk 
menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar 
norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud 
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dengan sosial kontrol atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok 
sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-
norma atau peraturan menjadi efektif. 
Reiss mengajukan tesis, untuk orang-orang tertentu melemahnya 
personal dan sosial kontrol secara relatif dapat diperhitungkan sebagai 
penyebab terbesar delinquency, namun dalam banyak kasus melemahnya 
personal dan sosial kontrol secara selayaknya diperhitungkan sebagai 
penyebab melemahnya delinquency.  
2. Walter Reckless  
Tahun (1961) dengan bantuan Simon Dinitz yang mengemukakan 
Containment Theory. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja 
merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol 
eksternal dan kontrol internal. 
Menurut Reckless, containment internal dan external memiliki posisi 
netral, berada di antara tekanan sosial (social pressures) dan tarikan sosial 
(social pulls) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. Posisi individu 
dalam dan di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 Social Pressure 
 
     Pull Factors 
 
    External Containment 
    Individuals 
    Inner Containment = Central Position  
      
     Push Facor 
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3. Ivan F. Nye 
Tahun (1958) telah mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai 
suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang 
bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur 
psikologis, di samping unsur subkultural dalam proses terjadinya kejahatan. 
Sebagian kasus delinquency menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil 
proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Menurut Nye terdapat 
empat tipe kontrol sosial, yakni : 
(1) Direct control which come from discipline, restrictions, punishment. 
(2) Internalized control which is the inner control from conscience 
(3) Indirect control which is exerted by not wanting to hurt or go against the 
wishes of parents or other individuals whom the person identifies. 
(4) The availability of alternative means to goals and values. 
 Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu 
berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih penting dari 
penentuan tingkah laku, identifiaksi dengan subkultur delinkuent atau 
kelompok-kelompok dominan dan lain-lain.   
4. David Matza dan Gresham Sykes  
Tahun (1957) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert 
Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, meskipun 
dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, juga terkait pada 
sistem-sistem nilai dominan dalam masyarakat. Sykes dan Matza kemudian 
mengemukakan konsep atau teori tentang technique of neutralization.  
Tekhnik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk 
melonggarkan keterkaitannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan 
tersebut, sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. 
Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut : 
(1) Denial of responcibility, merujuk kepada suatu anggapan di kalangan 
remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari 
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orang tua yang tidak mengasihi, lingkungan, pergaulan yang buruk, atau 
berasal dari tempat tinggal yang kumuh. Contoh, ia mencuri karena tidak 
disekolahkan oleh orang tuanya, selalu dicela oleh masyarakat, dll. 
(2) Denial of injury, merujuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal 
bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya 
yang besar. Dengan demikian mereka beranggapan bahwa vandalism 
(mencoret-coret pintu WC, kursi bus umum dll) merupakan suatu 
kelalaian semata-mata, dan mencuri mangga dianggap soal biasa saja, 
mencuri sandal di masjid, dll. 
(3) Denial of the victim, merujuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja 
nakal bahwa mereka adalah pahlawan, sedangkan korban justru 
dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan. Merusak sekolah 
karena tidak naik kelas, memukul siswa sekolah lain yang dianggap 
musuh kelompoknya, dll.  
(4) Condemnation of the Condemners, merujuk kepada suatu anggapan 
bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan 
atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Polisi juga selalu 
melakukan kesalahan.  
(5) Appeal to higher loyalities, merujuk kepada adanya kesetiakawanan yang 
tinggi pada anggota kelompoknya.  
5. Travis Hirschi  
Tahun (1969) telah mengemukakan teori kontrol sosial paling andal dan 
sangat popular. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori- teori sebelumnya 
mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas megenai 
konsep social bonds (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan 
yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam 
pandangan tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas 
untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah 
lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah 
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laku dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku 
tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, 
sekolah, dan lembaga lainnya. 
Hirschi kemudian menjelaskan bahwa sosial bonds meliputi empat 
unsur, yaitu : 
(1) Attachment (keterikatan) 
Adalah keterkaitan seseorang pada (orang tua), sekolah, atau lembaga 
lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk 
melakukan kejahatan.  
(2). Involvement (keterlibatan)        
Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat 
tebing), dll. Cenderung menyebabkan Seseorang itu tidak terlibat dalam 
kejahatan. 
(3). Commitment (pendirian kuat yang positif) 
Bahwa  sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain 
dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang 
wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya. 
(4). Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) 
Merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-
norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan 
seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan 
adanya kewajiban moral untuk menaatinya. 
Kritik Terhadap Teori Hirschi adalah sebagai berikut : 
a. Teori ini hanya menjelaskan kenakalan remaja (delinquency) dan bukan 
kejahatan oleh orang dewasa. 
b. Teori ini menaruh perhatian pada sikap, kepercayaan, keinginan, dan 
tingkah laku yang meskipun menyimpang bagi anak remaja seperti, 
merokok, minum minuman keras, dll. Namun bagi orang dewasa perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang wajar-wajar saja.  
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c. Penggunaan terlalu sedikit item pertanyaan untuk mengukur  ikatan sosial.  
POKOK BAHASAN SEPULUH : TEORI PENYEBAB KEJAHATAN DARI 
PERSPEKTIF LAIN. 
A. Teori Labeling 
Tokoh-tokoh teori labeling adalah : 
1. Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat 
karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki 
perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi 
tertentu. 
2. Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua 
bagian, yaitu : 
a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap 
atau label. 
b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/cap kepada 
seorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti 
ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat. selanjutnya Howard 
berpendapat bahwa : 
Sosial group create deviance by making the rules whose infraction constitute 
deviance…. 
The deviant is one to whom that label has successfully  been applied deviant 
behavior that people so label. 
 
Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling 
mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini 
memperlakukan labeling sebagai variabel yang independent atau variabel 
bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana labeling 
mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan 
penyimpangan tingkah lakunya. 
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Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan 
mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya 
label itu diberikan padanya oleh si pengamat.  
Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan 
mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana 
label itu diberikan oleh si pengamat, bahwa dirinya memang penjahat. 
Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar penyimpangan 
tingkah laku dan membentuk karir kriminal seseorang. Seorang yang telah 
memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di 
sekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang-orang disekitarnya 
akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan kegiatan lagi karena 
tidak ada lagi orang mempercayainya. 
3. Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut: 
a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal. 
b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai 
dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. 
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang 
melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa. 
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan 
tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian kelompok kriminal dan non kriminal. 
e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. 
f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana 
adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya. 
g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum 
pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan 
dalam sistem peradilan pidana. 
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h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif  kehendak bebas 
yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang 
dipandang sebagai penjahat.  
i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi 
dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan rejection of the rejector. 
 
Dua konsep penting dalam teori labeling adalah primary deviance dan 
secondary deviance. Primary deviance ditujukan kepada perbuatan penyimpangan 
tingkah laku awal. Sedangkan secondary deviance adalah berkaitan dengan 
reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari 
penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap ini dilekatkan pada seseorang, 
maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari 
cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah 
diberikan masyarakat terhadap dirinya. Apabila demikian  halnya, proses 
penyimpanan tingkah laku atau deviant behavior, “haveng been created in society 
by control agencies representing the interest of dominant groups”.  
 
4. Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam 
menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam pernyataan di bawah ini:  
This is large turn away from the older sociology which tended to rest 
heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have 
come to believe that the reverse idea. i.e. social control leads to 
deviance, equally tenable and the potentially richer premise for 
studying deviance in modern society.  
 
5. Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label tadi kepada si 
penyimpang sebagai “dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam”. Ia memandang 
proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, menentukan, 
mengenal (mengedintifikasi), memencilkan, menguraikan, 
menekankan/menitikberatkan, membuat sadar, atau sadar sendiri. Kemudian 
menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat.  
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Bersama dengan para teoritisi yang lainnya, Tannenbaum berusaha 
mengalihkan pencarian data dari perbuatan menyimpang secara kriminologis 
kepada kontrol sosial dan mekanisme reaksi sosial. Dalam pengertian bahwa 
ini membalik arah proses analisis yang lazim, serta lebih menganggap bahwa 
prilaku kriminal menimbulkan reaksi sosial, mereka beranggapan bahwa 
reaksi sosial dapat menimbulkan prilaku kriminal.  
 
B. Teori Konflik (Conflict Theory)  
Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. 
Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar 
eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai 
kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. 
Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat 
melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana 
sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).  
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat 
tentang apa yang benar dan apa   yang salah, dan bahwa intisari dari hukum 
merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum 
merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si 
individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima 
masyarakat. Model konsensus ini melihat masyarat sebagai suatu kesatuan yang 
stabil di mana hukum diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). 
Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak 
kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan  anggota masyarakat dihargai, 
dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.  
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan 
mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang 
memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Teori 
konflik, sebagaimana labelling theory, memiliki akarnya dalam memberontak 
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dan mempertanyakan tentang nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan pendekatan 
labeling maupun tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (termasuk 
labeling terhadap pelaku oleh sistem), teori konflik ini mempertanyakan 
eksistensi dari sistem itu sendiri. Pertarungan antara para teoritisi teradisional dan 
labeling di satu sisi dengan teoritisi konflik pada sisi lain menjadi bersifat 
ideologis. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang 
asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya. 
  Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut:  
1. Teori asosiasi terkoordinir secara inperatif (keharusan). 
Ralf  Dahrendorf (1959) merumuskan kembali teori Marxis mengenai konflik 
kelas yang lebih pluralistik, di mana banyak kelompok bersaing untuk 
kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsepnya mengenai “asosiasi 
terkoordinir” dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam suatu 
masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis 
digolongkan menurut asosiasi superordinate (subordinate associations).  
Dengan meminjam gagasan dialektika dari Marx dan Engel, Dahrendorf 
memandang setiap masyarakat dengan ciri-ciri penggunaan paksaan terhadap 
kelompok-kelompok tertentu oleh yang lainnya.  
Pembagian kewenangan secara tidak sama menimbulkan konflik sosial, di 
mana kelompok-kelompok dominan memaksakan kehendak mereka dan 
kelompok-kelompok bawahan berusaha menentangnya.  
2. Teori pluralistik model George Vold 
George Vold mengemukakan bahwa: “masyarakat itu terdiri dari berbagai 
macam kelompok kepentingan yang harus bersaing, dan bahwa konflik 
merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dangan kelompok-
kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan undang-
undang/hukum demi kepentingan mereka”. Banyak tindakan kriminal 
merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap pengawasan 
kelompok yang dominan, kendatipun ia nampaknya ingin membatasi uraian 
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ini hingga pada isu-isu yang berkaitan dengan konflik idiologi politik, seperti 
halnya gerakan pembaharuan politik, konflik batas udara, konflik hak-hak 
perdata, dsb. Maka dengan demikian kejahatan dapat dikatakan sebagai 
produk konflik antar kelompok yang menyatakan adanya perjuangan politik 
kelompok-kelompok.    
3. Teori Austin Turk (kriminal terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kuat). 
Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, 
mengetengahkan proposisi teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-
kelompok yang lebih kuat” (more powerful groups define criminal law) 
sebagai berikut : 
a. Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan komitmen mereka. 
b. Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik. 
c. Masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) berusaha 
meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri. 
d. Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan 
membentuk komitmen serupa. 
e. Konflik yang berkepajangan/kontinyu cenderung menjadi rutin dan 
berkembang menjadi sistem stratifikasi. 
f. Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi, dikekang oleh 
dominasi politik dalam segala bentuk. 
g. Kekuatan relatif pihak-pihak yang bersengketa menentukan posisi hirarkis 
mereka demikian pula perubahan-perubahan dalam distribusi kekuatan. 
h. Pemusatan pandangan dalam pengertian dan komitmen dikarenakan 
pembagian pengalaman dengan menangani „orang dalam‟, „orang luar‟ dan 
lingkungan. 
i. Pengertian manusia dan komitmen adalah dialektikal dengan ciri-ciri 
adanya konflik terus menerus (berkepanjangan). 
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C. Teori Radikal (Kriminologi Kritis) 
 Pada dasarnya perspektif krimonologi yang mengetengahkan teori radikal 
yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat 
dikatakan sebagai aliran Neo-Marxis. 
 Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut : 
1. Richard Quinney. 
  Menurut Richard Quinney, beranggapan kejahatan adalah akibat dari 
kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui 
didirikannya negara sosialis” 
  Quinney mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan 
kejahatan sebagai berikut : 
a. Masyarakat Amarika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah maju. 
b. Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang 
dominan. 
c. Hukum pidana merupaka alat atau instrumen negara kelas penguasa untuk 
mempertahankan dan mengabadikan atau mengekalkan tertib sosial dan 
ekonomi yang ada. 
d. Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui berbagai 
macam lembaga dan aparat yang didirikan dan diatur oleh golongan elite 
dalam pemerintahan, yang mewakili kepentingan kelas yang memerintah, 
dengan tujuan mendirikan tertib domestik. 
e. Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah terdapat rantai 
putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, di mana kelas-kelas bawah 
tetap tertekan oleh apa saja yang dianggap perlu, khususnya melalui 
penggunaan paksaan atau kekerasan sistem perudang-udangan yang ada. 
f. Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat kapitalis dan 
diciptakannya masyarakat baru yang didasarkan pada azas sosialis baru 
bisa diperoleh pemecahan masalah kejahatan. 
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2. William Chamblis 
  Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan 
seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini: 
a. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara 
golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang 
dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk. 
b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang 
mereka alami. 
c. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah 
karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi 
kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan. 
 Melalui pemahaman teori-teori tersebut di atas, baik refleksi kejahatan 
model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinak dapat 
diikutinya pergeseran perspektifnya. Kepahaman ini akan bermanfaat bagi 
pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan kriminal dan 














1. Sebutkan dan jelaskan akiran-aliran dalam kriminologi!     
Jawab : 
2. Sebutkan unsur-unsur social defense pada aliran school Defense! 
Jawab : 
3. Jelaskan klasifikasi penjahat menurut Lombrosso! 
Jawab : 
4. Apakah perbedaan antara tipe fisik menurut Ernst Kretchmer dan William H. 
Sheldon! 
Jawab : 
5. Apa yang dengan Learning Disabilities? 
Jawab : 
6.  Bagaimana eteologi criminal menurut Teori Psikonalisa dari Sigmund Freud? 
Jawab : 
7. Sebutkan hal pokok yang terdapat pada theory of attachment (teori kasih sayang)! 
Jawab : 
8. Jelaskan perbedaan antara teori Anomie dari Emile Durkheim, Robera Merton, 
Cloward-Ohlin, dan choen! 
9. Jelakan tentang bentuk kemungkinan penyesuaian atau adaptasi bagi anggota 
masyarakat untuk mengatasi strain (modes of adapttons) oleh Robert Merton! 
Jawab : 
10. Jelaskan tentang : 
a. Social Disorganize Theorie! 
b. Differential Association Theory! 
c. Culture Contflict theory! 
Jawab  
11. Sebutkan perbedaan antara konflik primer dan konflik sekunder! 




12.  Sebutkan tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja 
menurut Reiss! 
Jawab : 
13.  Sebutkan empat tipe kontrol sosial menurut Ivan F. Nye! 
Jawab : 
14.  Sebutkan secara rinci lima teknik netralisasi Sykes dan Matza! 
Jawab : 
15. Jelaskan unsur sosial bonds! 
Jawab : 
 


















REAKSI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM (REACTING TOWARD 
THE BREAKING LAWS) 
 
POKOK BAHASAN SEBELAS :  PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN 
TUJUAN PEMIDANAAN 
 
A. Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) 
Penanggulangan kejahatan Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam 
usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara 
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi 
Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas 
menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
terseubut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini 
selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar 
lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor   NIAT  tidak terjadi. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-
Emtif  yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 
Dalam upaya pereventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempartan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri 
motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
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ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi 
hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
KESEMPATAN ditutup.  
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum  (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
 
B. Tujuan Pemidanaan 
Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan 
pemidanaan), yaitu : 
1. Teori Pembalasan (Vergelding Theorie/retribusi) 
Hal ini antara lain dikemukakan oleh E. Kant, yang mengemukakan teori 
balas dendam. “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”. Menurut teori 
pembalasan ini, orang yang berbuat jahat harus dipidana dengan jalan 
menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentunya sangat 
kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan 
membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun hak ini kemudian 
diambil alih oleh negara. 
2. Teori Penjeraan ( afschriking/deterrence) 
Teori ini sering disebut juga “teori menakut-nakuti” Feurbach berpendapat 
bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat. 
3. Teori Penutupan (onschadelik/incarceration) 
Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan tindakan 
karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana 
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4. Teori Memperbaiki (verbeterings/rehabilitasi) 
Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para 
pelanggar hukum adalah untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Proses 
ini disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan. 
 
POKOK BAHASAN DUA BELAS :  SISTEM PEMASYARAKATAN 
MENGGANTIKAN SISTEM KEPENJARAAN DI INDONESIA 
 
A. Sejarah Pemasyarakatan 
Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan 
menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu 
semata-mata di pandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa 
Indonesia mengenai pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi 
sekedar pada aspek penjara belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi 
dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap 
pelanggar hukum yang dikenal dengan sistem Pemasyarakatan. Gagasan 
Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 5 
Juli 1963 dalam pidato penganugrahan Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu 
Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa : “di bawah 
pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi 
petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : 
di samping menimbulkan rasa derita para narapidana agar bertobat, mendidik 
supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan 
singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”  
Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu 
sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yang menggantikan sistem 
kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Koperensi Dinas Direktorat 
Pemasyarakatan di Lembaga, Bandung. Pemasyarakatan dalam koperensi ini 
dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan 
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pengejawatanan keadilan yang bertujuan mencapai reintegrasi sosial Warga 
Binaan Pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota 
masyarakat, maupun makhluk Tuhan.     
 
B. Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan  
Prinsip-prinsip pemasyarakatan meliputi sepuluh dasar pembinaan, yaitu : 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya 
sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. 
3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat. 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari 
pada sebelum dijatuhi pidana. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik 
harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh 
bersifat sekedar pengisi waktu, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. 
Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang 
menunjang usaha peningkatan produksi. 
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
harus berdasarkan Pancasila. 
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, 
dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.  
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 
satu-satunya derita yang dialaminya. 
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 
rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasyarakatan.  
Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarkatan yang 
telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan 
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diundangkannya Undang-Undang No 12 tahun 1995, menyatakan bahwa sistem 
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan 
perlakuan, pelayanan pendidikan, dan penghormatan harkat dan martabat 
manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjadinya 
hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Konsep ini 
pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana 
termuat dalam sepuluh perinsip pemasyarakatan.  
 
C. Pelaksanaan Pemasyarakatan 
1. Tahap Awal 
Yang termasuk dalam tahap awal adalah mereka yang telah menjalani 0-1/3 
masa pidananya. Pada tahap ini kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah  
a. Admisi dan Orintasi. Dalam admisi beberapa kegiatan yang dilakukan 
sebagai berikut : 
1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar. Pendaftaran 
tersebut mengubah status terpidana menjadi Narapidana  
2) Hal-hal yang harus dicatat ialah : 
 Putusan pengadilan  
 Jati diri 
 Barang dan uang yang dibawa 
3) Beberapa kegiatan lain dalam tahap administrasi adalah: 
 Pemeriksaan kesehatan 
 Pembuatan pasfoto 
 Pengambilan sidik jari; dan  
 Pembuatan berita acara serah terima 
4) Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan Administrasi dan Orentasi 
paling lama satu bulan. 
b. Pembinaan Kepribadian, meliputi : 
1) Kesadaran beragama  
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2) Kesadaran berbangsa  
3) Kemampuan intelektual (kecerdasan) 
4) Kesadaran hukum. 
Pengawasan terhadap Napi pada TAHAP AWAL ini masih sangat 
ketat yang biasa disebut Maximum Security  
2. Tahap Lanjutan 
a. Tahap lanjutan terbagi atas dua bagian : 
1) Mereka yang telah menjalani 1/3 – 1/2 masa pidananya. Kegiatan 
yang dilakukan meliputi : 
 Pembinaan Keperibadian Lanjutan  
 Pembinaan Kemandirian 
2) Mereka yang telah menjalani 1/2 - 2/3 masa pidananya. Pada tahap 
ini Napi telah melakukan kegiatan ASIMILASI (Pembauran). 
Asimilasi dapat dilakukan : 
 Dalam Lapas (Half Way House/Work)  
 Dalam Lapas Terbuka (Open Camp) 
Bentuk kegiatan dalam tahap ASIMILASI, antara lain : 
 Melanjutakan sekolah 
 Kerja mandiri 
 Kerja pada pihak luar  
 Menjalankan ibadah 
 Bakti sosial 
 Olah raga 
 Cuti mengunjungi keluarga 
Pengawasan terhadap Napi pada Tahap Lanjutan ini sudah tidak 
begitu ketat lagi atau disebut Medium Security 
Pembinaan Napi dalam tahap lanjutan dilaksanakan dengan 
bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak swasta antara lain: 
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a) Instansi Penegak Hukum : 
Polisi, kejaksaan, pengadilan. 
b)  Instansi lainnya : 
Depkes, Depnaker, Deprindag. Depag, Depdiknas. 
c) Pihak Swasta : 
Perorangan, kelompok, LSM, dll. 
Pembinaan dalam Tahap Awal dan Tahap Lanjutan dilakukan di 
dalam LAPAS 
Pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS adalah pembinaan 
terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan     
3. Tahap Akhir  
Mereka yang telah  menjalani 2/3 masa pidananya sampai bebas 
sesungguhnya. Pembinaannya tidak lagi dilakukan di dalam lapas tetapi 
pembinaanya dilakukan di luar lapas. Pembinaanya dilaksanakan oleh 
instansi BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Mereka yang dibimbing oleh 
BAPAS adalah Klien Pemasyarakatan atau disingkat dengan kata Klien. 
Klien yang dibimbing oleh BAPAS antara lain : 
a. Orang yang telah mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) yakni, orang 
yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dapat dibebaskan kembali ke 
masyarakat dengan syarat-syarat tertentu.  
b. Cuti Menjelang Bebas (CMB) pembinaan di luar lembaga 
pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani pidana pendek dan 
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POKOK BAHASAN TIGA BELAS : FENOMENA PROSTITUSI SEBAGAI 
REALITAS SOSIAL BESERTA PENANGGULANGANNYA 
 
A. Pelacuran Sebagai Masalah Sosial  
Berbicara masalah pelacuran di Indonesia akan langsung menyinggung 
susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran 
menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. 
Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada 
juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu 
semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial. 
Hunt (A.S. Alam, 2005 : 23) berpendapat bahwa untuk adanya masalah 
sosial harus ada dua syarat dipenuhi. Yaitu harus ada pengakuan secara luas 
bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, 
dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat di rubah. 
Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu 
yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu 
dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta 
sosial) dalam kehidupan bersama. 
Dari segi kesehatan masyarakat, pengaruh pelacuran terhadap penularan 
penyakit kelamin di masyarakat sangat besar. Dr. Paransipe berpendapat bahwa 
dalam kenyataan pelacur-pelacur sesuai dengan mata pencaharian mereka, selalu 
mengadakan hubungan yang berganti-ganti. Tamu-tamu adalah anggota 
masyarakat dari luar golongan pelacur dan dapat membawa penyakit kelamin di 
dalam keluarganya. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota 
masyarakat. Karena penyakit kelamin mempengaruhi keselamatan, ketentraman, 
dan kemakmuran di dalam kehidupan bersama. 
Dari segi pandangan Agama Islam, pelacuran itu menyangkut nilai-nilai, 
yaitu nilai baik dan buruk. Pengertian tentang baik dan buruk antara lain 
disebutkan di dalam Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan 
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Hadits Nabi Besar Muhammad SAW. Di dalam hukum islam tidak ada secara 
langsung menyebut tentang pelacuran tetapi hanya mengenal perzinahan. 
Pengertian zinah lebih luas dari pelacuran (pelacuran adalah salah satu bentuk 
dari perzinahan). Dengan demikian pelacuran mengganggu kesejahteraan 
sebagian besar anggota masyarakat, di mana masyarakat Islam mayoritas, karena 
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. 
Dari adat Bugis Makassar, pelacuran mendatangkan “siri” melanggar adat 
keramat Bugis Makassar, mendatangkan kesusahan pada orang tua dan sanak 
keluarga, dan mendatangkan aib kepada pelakunya. Perbuatan tersebut 
merupakan pelanggaran kepada delik adat. 
Syarat kedua utuk dapat disebut masalah sosial menurut Hunt, ialah harus 
ada keyakinan bahwa masalah itu dapat diubah. Pelacuran di rumah bordil dapat 
dihilangkan kalau memang usaha-usaha kearah itu dilakukan dengan sungguh-
sungguh, dan kontrol masyarakat yang mengutuk perbuatan itu kuat dan kontinyu. 
Selain itu dengan adanya usaha-usaha sistematis dari hasil-hasil penelitian ilmiah 
mengenai pelacuran, dan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, maka masih ada secercah harapan bahwa pelacuran di 
Indonesia dapat diberantas. 
          
B. Faktor Penyebab Timbulnya Pelacuran Di Indonesia 
1.  Faktor Kejiwaan 
Eleanor dan Sheldon  dalam bukunya, Five Hundred Delinguent Women 
melihat adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan 
pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri. 
Kemp dalam tulisannya dalam tulisannya berjudul Physical and 
psychological causes of prostitution and the means of combating them, 
menyebutkan adanya unsur mental deficiency pada diri wanita yang yang 
melancurkan diri.  
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Teori sigmun freud membahas mengenai orang menjadi pelacur karena 
telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Hal 
tersebut juga disebutkan oleh Halleck bahwa faktor psikologis yang dialami 
anak pada tahun-tahun pertamanya dapat membawa kepada perbuatan yang 
dapat digolongkan kejahatan pada masa kecewanya. Selain itu, faktor 
kurangnya kasih sayang juga disebut Halleck sebagai salah satu faktor 
terjadinya pelacuran.  
 
2. Faktor Sosial Ekonomi  
Untuk menjelaskan faktor dari segi sosial ekonomi, maka dapat dilihat 
dari Teori Anomi dari Emile Durkheim. Teori Labeling, Teori Anomi 
Mertom, Teori Sutherland tentang Differential Association, dan adanya 
kondisi sosial ekonomi dari Reckless. 
Bahwa saling hubungan antara berbagai faktor tersebut di atas dapat 
melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial 
dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. 
Selain kedua faktor tersebut, DR. A.S Alam (2005 : 122) menambahkan 
bahwa terjadinya pelacuran disebabkan oleh dua variabel, yaitu : 
a. Variabel Pendorong 
Faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS 
yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya 
pengalaman seksual sebelumnya menyebabkan  seseorang melacurkan 
dirinya. 
b. Variabel Penentu 
Dari hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam bukunya “Pelauran 
dalam Masyarakat” DR. A.S Alam berkesimpulan  variabel penentu lebih 
melihat pada diri si pelacur itu sendiri, apakah ia melacurkan diri karena 
kesadaran sendiri atau karena ditipu.  
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C. Upaya Penanggulangan Pelacuran Di Indonesia 
Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pelacuran dapat dibedakan atas 
dua sistem, yaitu : 
1.   Sistem Abolition atau Penghapusan 
Sistem ini digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo, 
dan menghukum wanita-wanita pelacur. Sistem ini bertujuan untuk : 
a. Penghapusan pendaftaran rumah-rumah germo dan wanita pelacur 
b. Adanya polisi-polisi wanita yang menggantikan polisi susila dengan tugas 
mencegah pelanggaran hukum. 
c. Menghukum semua manusia yang menjalankan dan memberi bantuan 
kepada siapapun untuk menjalankan kemaksiatan. 
d. Memberi penerangan tentang bahayanya penyakit kelamin 
e. Cara pendaftaran diganti dengan adanya undang-undang tentang kesusilaan 
yang itu.  
2. Sistem Pendaftaran 
Sistem ini lebih pada pengeksploitasian kepada pelaku pelacuran, dimana 
keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas pemerintah. Sebagai 
gantinya wanita penghuni mempunyai kartu pendaftaran dan dipelihara dengan 
baik. 
Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut : 
a. Jika tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka 
b. Tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan 
dikontrol 
c. Untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan 
yang lebih besar 
d. Mudah menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya 
e. Memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka 
f. Membawa uang untuk kas negara 
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LEMBAR KERJA BAB III 












4. Sebutkan Tugas-tugas  pokok Balai BISPA ! 
Jawab : 
 
5. Mengapa pelacuran dikategorikan sebagai masalah sosial ! 
Jawab : 
6. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelacuran di Indonesia ? 
Jawab : 
 
7. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelacuran di Indonesia ? 
Jawab: 
8. Sebutkan tujuan diadakannya sistem pendaftaran ! 
Jawab   
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